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Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019 

P U T U S A N 

Nomor 2 K/Mil/2019 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H   A G U N G  

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh 

Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara 

Terdakwa : 

Nama  : IKMAN FERDIANSYAH; 

Pangkat / NRP : Praka / 31100385630889; 

Jabatan : Taban Jurlis Kipan-B; 

Kesatuan : Yonif 312/KH; 

Tempat/tanggal lahir : Bandung/28 Agustus 1989; 

Jenis kelamin : Laki-laki; 

Kewarganegaraan : Indonesia; 

A g a m a : Islam; 

Tempat tinggal : Gang Andir Kidul II, Kelurahan Pakemitan, 

Kecamatan Cinambo Ujung Berung, Kota 

Bandung; 

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan; 

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 

Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana 

yang diatur dan diancam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 

Bandung tanggal 2 Oktober 2018 sebagai berikut : 

 Kami mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan 

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan lalu lintas 

yang mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana diatur dan diancam 

menurut Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019 

 Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-

undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa Praka Ikman 

Ferdiansyah NRP 31100385630889 dijatuhi pidana penjara selama 4 

(empat) bulan; 

Kami mohon pula agar barang bukti berupa : 

1. Surat-surat : 

-  Surat Berita Masuk Perawatan Nomor B/053/I/2018 tanggal 9 Januari 

2018 dari RS Dustira ditandatangani oleh Kaur Infokes atas nama 

Kapten Ckm Komara NRP 21950239460673; 

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 4 

Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama 

Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 466 

1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016; 

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 4 

Janauri 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas nama 

Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 

466 178/Dinkes/TM-1/IX/2016; 

- Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 18 

Desember 2017; 

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara; 

2. Barang-barang : 

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP; 

- 1 (satu) lembar STNK Hondra Brio warna silver Nopol D 1705 AOP; 

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH; 

- 1 (Satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 

AAH; 

- 1 (satu) buah SIM A Umum atas nama Ikman Ferdiansyah; 

Dikembalikan kepada yang berhak; 

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019 

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 105-K/ 

PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya 

sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ikman Ferdiansyah, Praka 

NRP 31100385630889 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat”; 

2.  Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;   

3. Menetapkan barang bukti berupa : 

 1) Barang-barang : 

-  1 (satu) unit mobil Honda Brio warna silver Nopol D 1705 AOP; 

-  1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 AAH; 

Dikembalikan kepada yang berhak. 

 2) Surat-surat : 

- 1 (satu) lembar STNK Honda Brio warna silver Nopol D 1705 

AOP; 

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio Z warna hitam Nopol D 6148 

AAH;  

- 1 (satu) buah SIM A Umum atas nama Ikman Ferdiansyah; 

Dikembalikan kepada yang berhak; 

-  1 (satu) lembar surat berita masuk perawatan Nomor B/053/I/2018 

tanggal 9 Januari 2018 dari RS Dustira ditandatangani oleh Kaur 

Infokes atas nama Kapten Ckm Komara NRP 21950239460673; 

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 01/VER/I/2018 tanggal 

4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas 

nama Sdri. Ucung yang ditandatangani oleh dr. Yogi Radjasa SIP 

466 1/178/Dinkes/TM-1/IX/2016; 

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor 02/VER/I/2018 tanggal 

4 Janauri 2018 yang dikeluarkan oleh RS Dustira Cimahi atas 

nama Sdri. Emus Mustari yang ditandatangani oleh dr. Yogi 

Radjasa SIP 466 178/Dinkes/TM-1/IX/2016; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019 

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa kepada korban 

pada tanggal 18 Desember 2017; 

 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara; 

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan 

martabatnya; 

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara; 

 Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/105-K/PM.II-

09/AD/X/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 

Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Oditur 

Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi 

terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut;  

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dari Oditur Militer 

pada Oditurat Militer II-08 Bandung yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 Oktober 2018; 

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan; 

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut 

telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 

Bandung pada tanggal 16 Oktober 2018 dan Oditur Militer tersebut 

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2018 serta 

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 

Bandung pada tanggal 30 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan 

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang 

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu 

permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima; 

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer (menentukan bahwa terhadap putusan perkara 

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain 

daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan 

permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan 

bebas; 

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina 
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Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019 

dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah 

Negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah 

Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan 

kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan 

Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan 

pengadilan bawahannya itu serta dengan adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan 

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 231 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung 

berwenang memeriksa permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut;  

 Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ 

Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas 

perkara; 

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon 

Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai 

berikut: 

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat 

dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum; 

- Bahwa Judex Facti (in casu Pengadilan Militer II-09 Bandung) telah 

mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta 

hukum di persidangan, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan 

tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya 

menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka 

berat” sebagaimana dakwaan Oditur Militer melanggar Pasal 310 Ayat 

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karenanya membebaskan Terdakwa 

dari dakwaan Oditur Militer tersebut; 

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas 

ketidakterbuktian dakwaan in casu dengan alasan terdapat bukti 

kelalaian Terdakwa dalam perbuatan in casu tidak dapat dibenarkan, 
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Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019 

karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan 

hukumnya, in casu tidak ada unsur kelalaian pada diri Terdakwa dalam 

mengemudikan kendaraannya, karena pada saat Terdakwa 

mengemudikan kendaraannya melintasi persimpangan Jalan Banda dan 

Jalan Aceh lampu lalu lintas telah berwarna hijau, sehingga kendaraan 

Terdakwa terus melaju dengan kecepatan 50 (lima puluh) km/jam, 

namun tiba-tiba muncul sepeda motor jenis Yamaha Mio Z warna hitam 

Nopol D 6148 AAH yang dikendarai Sdr. Emus Mustari yang 

berboncengan dengan Saksi-2 Muhamad Yudi Syaiful Milah dari Jalan 

Aceh menuju terusan Jalan Aceh (dari arah barat menuju timur) tanpa 

menghiraukan lampu lintas yang saat itu menyala merah (seharusnya 

berhenti) hingga terjadi tabrakan dengan kendaraan Terdakwa; 

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terang dan jelas tidak 

terdapat unsur kelalaian pada diri Terdakwa dalam kecelakaan tersebut. 

Dengan demikian, putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa 

dari dakwaan Oditur Militer in casu sudah tepat dan benar dalam 

pertimbangan hukumnya; 

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon 

Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan 

Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau 

undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak; 

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya 

perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada 

Negara; 

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain 

yang bersangkutan; 
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Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2 K/Mil/2019 

M E N G A D I L I 

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ODITUR MILITER 

PADA ODITURAT MILITER II-08 BANDUNG tersebut; 

- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada 

tingkat kasasi kepada Negara; 

 Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada 

hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., 

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 

Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., dan Hidayat 

Manao, S.H., M.H., para Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai para 

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para 

Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti 

dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa. 

 

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis, 

ttd 

Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin,SH.,M.Hum. 

ttd 

Hidayat Manao, SH., MH. 

ttd 

Dr. Burhan Dahlan, SH.,MH. 

  

 

 

Panitera Pengganti, 

ttd 

Sri Indah Rahmawati, SH. 

 
Untuk salinan : 

Mahkamah Agung R.I. 
a.n. Panitera 

Panitera Muda Pidana Militer 
 
 
 

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum. 
Brigadir Jenderal TNI 
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